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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum.* Hukum merupakan urat
nadi seluruh aspek kehidupan, hukum mempunyai posisi strategis dan
dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum
merupakan suatu sistem yang dapat berperan dengan baik dan benar di tengah
masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-
kewenangan dalam bidang penegakan hukum salah satu di antara
kewenangan-kewenangan, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia.’

Seiring perkembangan zaman kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan
dan teknologi, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara
justru semakin kompleks, apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada
perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang
tidak sesuai dengan adanya norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma yang
berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma
biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan

masyarakat. *

! Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 ayat (1)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401)

¥ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, him. 2
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Menurut Marwan Effendy, untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara
hukum diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-
perundangan juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional,
berintegritas, disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta
perilaku masyarakat.*

Proses penegakkan hukum di Negara Indonesia merupakan suatu sistem
yang tidak dapat di pisahkan antara penegak hukum baik itu dimulai dari
polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan dan penasehat hukum
(advokat) yang mana hal tersebut menuju kepada suatu sistem peradilan
pidana terpadu. Dalam pelaksanaannya keempat penegak hukum tersebut
mempunyai tugas dan wewenang masing-masing yang diatur dalam Undang-
Undang tersendiri. Kejaksaan Indonesia dalam kedudukan sentralnya
sehubungan dengan penegak hukum di Indonesia mengarah kepada
keberadaan kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem dari sistem hukum
peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa adalah pejabat fungsional yang
diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut
umum dan pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta

wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

* Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsi Nya Dari Persfektif Hukum, Jakarta,
Gramedia 2005, him 9
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Dalam menjalankan fungsi dan wewenang Jaksa telah diatur dalam

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia : ®

a.

b.

Melakukan Penuntutan.

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Melakukan  pengawasan terhadap pelaksanaan putusan  pidana
bersyarat,putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan

Undang-Undang.

. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan

diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku

dengan hukuman yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap

memenuhi hak-hak pelaku. Kedudukan jaksa dalam menjalankan tugas dan

anak hanya dilakukan kepada anak nakal saja. Jaksa sebagai Penuntut Umum

dalam melakukan penututan perkara anak, apabila berpendapat bahwa hasil

penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib secepatnya membuat

surat dakwaan sesuai Pasal 143 KUHAP.

® Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
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Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan mengenai
definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun
termasuk anak yang masih dalam kandungan.Anak adalah bagian dari
generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan
potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan
strategis dan mempunyai ciri, sifat khusus memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan serta perkembangan fisik
mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang®.

Dalam proses perkembangan anak tidak jarang timbul peristiwa-
peristiwa yang menyebabkan anak dalam keadaan terlantar maupun terjadinya
perbuatan-perbuatan yang oleh anak di bawah umur berupa ancaman atau
pelanggaran terhadap ketertiban dalam masyarakat, bahkan ada
kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan- kepentingan
tertentu yang justru dilakukan oleh para orang tua atau pembinanya.Banyak
peristiwa yang menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini yaitu dengan
semakin banyaknya perbuatan-perbuatan pidana, kenakalan anak-anak atau
meningkatnya anak-anak terlantar. Masalah kenakalan anak merupakan
sebagian dari masalah-masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat

kecendrungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik

® Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak di dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, him. 12.
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terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Undang-
Undang oleh pelaku usia atau meningkatnya kenakalan remaja yang
mengarah pada tindakan kriminal contoh nya seperti mencuri.

Menurut Pasal 362 KUHP,

“parang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung
dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus
pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian
hukuman oleh negara adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu
mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui
sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas
perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian
hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya hampir tidak dapat
dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat
perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa’.

Anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang,
pada saat di adili belum genap berusia 18 tahun atau belum menikah dapat

diajukan ke persidangan. Hukum acara sidang anak berbeda dengan hukum

’ Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak dibawah Umur, Bandung : PT Alumni, 2010, him.42
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acara pidana pada umumnya, tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara
pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk
pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang jaksa adalah
melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana. Meskipun demikian, namun untuk anak sendiri proses
penuntutannya berbeda karena berlaku Asas Lex Specialis Derogat Lex
Generalis yang artinya bahwa aturan hukum yang khusus akan
mengesampingkan aturan hukum yang umum sebagaimana di atur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak yang
kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak.?

Pandangan hukum pidana tentang anak sebagai pelaku dalam sebuah
kejahatan. Maka, hukum pidana membagi menjadi tiga kategori pelaku
kejahatan, yaitu :°

1. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan

2. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.

® Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Persada, 2001, him 76

him 8

*Moch.Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia,Mandar maju, Bndung, 2005
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3. Mereka yang menganjurkan orang lain yang melakukan perbuatan dengan

empat cara atau daya (dengan janji, dengan menyalahgunakan

kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, kekerasan atau

penyesatan, dan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan ).
Ketiga kategori tersebut diatas tidak berlaku sepenuhnya bagi seorang
anak karena dilihat dari segi usia dan perkembangan fisiknya, hanya
perbuatan yang

termasuk kategori pertama dan Kketiga yang dapat

menempatkan anak sebagai subjek kejahatan.™

Tabel 1
Tindak Pidana Pencurian oleh anak di Kota Palembang :
Tahun Periode Jumlah Perkara
2016 Januari-Desember 68
2017 Januari- Desember 100
2018 Januari-Desember 78
2019 Januari-Desember 59
2020 Januari 11

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri
Palembang Klas IA Khusus™

Berdasarkan tabel 1 diatas jumlah perkara pidana anak yang masuk ke
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada tahun 2016 ke 2017
sebanyak 32 perkara, sedangkan pada tahun 2017 ke 2020 mengalami
penurunan yang lumayan drastis sebanyak 89 perkara. Dari tabel dapat

disimpulkan bahwa perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan anak

Khusus,

Ibid him. 8.
“sjstem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A

http://sipp.pnpalembang.go.id/list_perkara/type/djliSmFxckNnNIhDNEpSKOtvNkVYVHEYRFpjTmhgQ

3EXVRQTHJOYUVZYIpOUGI9PbOYZRXRLZOWIRMF4VU90TmtrYOVSTWt6aFB4OUdBUWI13WThYan

c9PQ==, di akses padatanggal 31 Januari 2020 pukul 10.47
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http://sipp.pnpalembang.go.id/list_perkara/type/djliSmFxckNnNlhDNEpSK0tvNkVYVHEyRFpjTmhqQ3FXVDRQTHJ0YUVZYlp0UG9Pb0YzRXRLZ0w1RmF4VU90TmtrY0VSTWt6aFB4OUdBUW13WThYanc9PQ==
http://sipp.pnpalembang.go.id/list_perkara/type/djliSmFxckNnNlhDNEpSK0tvNkVYVHEyRFpjTmhqQ3FXVDRQTHJ0YUVZYlp0UG9Pb0YzRXRLZ0w1RmF4VU90TmtrY0VSTWt6aFB4OUdBUW13WThYanc9PQ==

meningkat dari tahun 2016 ke 2017. Untuk mengatasi tingginya tindak pidana
yang dilakukan anak, dibentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11
tahun 2012.

Mengenai peradilan bagi anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, anak yang melakukan tindak
pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1
angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak yang berkonflik
dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 tahun,
tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012 lebih
menekankan pada perbaikan pada anak pelaku tindak pidana. Dalam Undang-
Undang tersebut merupakan Undang-Undang yang menganut sistem sanksi
Double Track System.? Sanksi tindakan diatur dalam pasal 82 Undang-
Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi tindakan yang dikenakan bagi
anak pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut :

a. Pengembalian kepada orang tua/ wali
b. Penyerahan kepada seseorang

o

. Perawatan dirumah sakit jiwa
. Perawatan di LPKS

o

2 Dr. M. Sholehuddin S.H, M.H, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Rajawali
Pers, 2003, him 28
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e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan
oleh pemerintah atau badan swasta
f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/ atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana

Sanksi pidana diatur dakam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan
Pidana Anak yaitu :
a. Pidana peringatan

b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga,
pelayanan masyarakat, atau pengawasan

c. Pelatihan kerja

d. Pembinaan diluar lembaga

e. Penjara

Pidana tambahan terdiri dari :
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

b. Pemenuhan kewajiban adat™.

Maka dari itu berkenaan dengan peran Jaksa sebagai eksekutor dalam
penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak,
penulis mengambil contoh Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Palembang. Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang dengan Nomor
Perkara 32/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Plg yang putusannya menjatuhkan
hukuman 4 bulan dan biaya perkara sebesar Rp. 2.000; (dua ribu rupiah)

terhadap pelaku pecurian yang dilakukan oleh anak tersebut.

3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak
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Bahwa dalam keterangannya anak dalam putusan tersebut secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2). Dimana terdakwa atas nama
SATRIA BAGASKARA BIN ENDANG JANUARI EVAN, bahwa pada
tanggal 28 November 2017 terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara
mengambil barang orang lain yaitu satu buah Handphone merek Oppo dari
tangan saksi bernama KGS RUSLI. Dimana setelah menarik hp tersebut
terdakwa melarikan diri dengan fakta — fakta hukum yang ada, tidak ada yang
meringankan posisi terdakawa dalam dijatuhi hukuman. Dalam proses hukum
terdakwa dari proses penyidik, penyidik perpanjangan oleh penuntut umum,
hakim pengadilan negeri palembang, dan hakim perpanjangan oleh ketua
pengadilan negeri palembang. yang mana dari tanggal 4 maret - 9 april 2018,
anak yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu SATRIA BAGASKARA
BIN ENDANG JANUARI EVAN ditempatkan di lembaga penempatan anak
sementara (LPAS) selama proses tersebut. hal ini sesuai dengan proses hukum
anak karena terdakwa masih berusia 17 tahun.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk
membuat skripsi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan judul “PERAN
JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR DALAM PENJATUHAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN

ANAK DI KOTA PALEMBANG”
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B. Rumusan Masalah
Sebagaimana telah di uraikan pada latar belakang diatas, maka
dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran jaksapada Kejaksaan Negeri Palembang sebagai
eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang
dilakukan anak di Kota Palembang ?

2. Apa saja kendala yang dialami Jaksa pada Kejaksaan Palembang sebagai
eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang

dilakukan anak di Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan
permasalahan-permasalahan yang di kemukakan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa sebagai eksekutor
dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang
dilakukan anak di Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendalajaksa sebagai
eksekutor dalam penjatuhan pidana pelaku tindak pidana pencurian yang

dilakukan anak di Kota Palembang.
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D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat, baik secara
teoritis maupun secara praktis.
1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia,
serta memperluas wawasan tentang peran kejaksaan (Jaksa Penuntut
Umum) menjalankan tugas dan wewenang dalam sistem peradilan pidana;
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi kalangan akademik
dan dunia pendidikan. Serta menjadi sumber llmu tambahan bagi berbagai
pihak yang membutuhkan bahan hukum ini untuk penelitian yang

berhubungan dengan skripsi yang penulis buat.

E. Kerangka Teori
1. Teori Peran
Pengertian Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila
seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu

peranan. Menurut Soerjono Soekanto, peran mencakup tiga hal, yaitu:*

14 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, CV, Rajawali,
Jakarta, 2005 him 13
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a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini
merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing
seseorang dalam kehidupankemasyarakatan;

b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh
individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

c. Peran yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting
bagi

struktur sosial masyarakat.Berdasarkan pengertian tersebut dapat

diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana

fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan
yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang

merupakan hubungan sebab akibat.

2. Teori Penegakan Hukum Pidana
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.*®
Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang di jabarkan didalam kaidah-

kaidah/ pandangan nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

!> Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty 2004, him 32
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nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup.

Joseph Goldstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3
bagian yaitu :*°

1. Total Enforcement, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif.
Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab
para penegakan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana
yang diantaranya mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan,
penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang
bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam
penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan
hukum secara maksimal

3. Actual enforcment, menurut Joseph Goldstein full enforcment ini
dianggap not a realistic expecatiton, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana
dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan
dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual

enforcment.

'Ibid, him 39
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3. Teori Pembuktian
Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara
pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum,
sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima,
menolak dan menilai suatu pembuktian . Sumber-sumber hukum
pembuktian adalah'’:
a. Undang-Undang;
b. Doktrin atau ajaran;

C. Yurisprudensi.

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan
hukum acara pidana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) pada
khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk
menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.
Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam bentuk
pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan putusan
lepas dari segala tuntutan hukum?®.

Putusan bebas akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan

(hakim) berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan,

7 Alfitra, Hukum Pembuktiaan dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia,
Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011, him. 12.
®1bid, him.15
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kesalahan terdakwa atau perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala
tuntutan hukum, akan dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim)
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana™.

F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitan skripsi ini
adalah tipe “Penelitian Hukum Yuridis-Normatif”, yaitu Penelitian yuridis
normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis
hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi,
perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi,
penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu
undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan®. Penelitian hukum
normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyangkut
dua aspek utama yaitu, pembentukan hukum dan penerapan hukum.
2. Pendekatan Penelitian
Sebagai dasar untuk menyusun argumen yang tepat, penulis

menggunakan tiga jenis pendekatan (approach):

19 i

Ibid.

“Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya
Bakti,2004, him. 102
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a.

Pendekatan peraturan perundang - undangan (statute approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji
semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang
akan dibahas®'. Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan
yang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari
adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan
undang-undang lainnya atau suatu undang-undang dengan Undang-
Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument

untuk memecahkan isu yang dihadapi®.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud, beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum?,

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang
berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum
tetap, yang digunakan dalam penelitian adalah penalaran yaitu

pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan®.

21 Soerjono Soekanto,Pengantra Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press,

2007, him. 96.

Dyah Ochtoria Susanti dan A’am Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar
Grafika, 2015, him. 17
23 peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011, him. 95

I bid
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3. Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari
studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah, dan
mengutip peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus,
dan literature lain yang relavan dengan permasalahan yang akan dibahas.
a. Data Primer
Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui
wawancara atau survei lapangan yang berkaitan dengan perilaku
masyarakat. Data primer dari kegiatan penelitian lapangan yang
dilakukan secara purvosive sampling pada orang atau instansi yang
berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
b. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan
(Library Research). Studi Pustaka yang dilakukan berupa penelusuran
bahan hukum:
1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikuti berupa
peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
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¢. Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5332);

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4235);

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil
penelitian, yurisprudensi, doktrin, teori hukum.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier berupa buku, dokumen, kamus
besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media masa dan internet
untuk menunjang penelitian.

4. Analisa Bahan Hukm
Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka (literair), maka

dalam penyusunan datanya melakukan pengkajian terhadap literature-
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literature pustaka dengan obyek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-
kitab fikih, tafsir, hadis, undang - undang dan lain - lain yang berkaitan

dengan skripsi ini.

. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah akhir dari suatu proses penelitian yang telah
berhasil disusun sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Dalam
pembuatan kesimpulan penulis haruslah teliti dengan isi tulisan yang telah
disusun dengan baik, hal ini merupakan jawaban atas rumusan masalah
dalam penelitian®.

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
hasil akhir penelitian disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan
kesimpulan ini juga menggunakan logika berfikir secara deduktif yaitu
proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang
berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum,
dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus guna

menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.®

Him 10

% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011,

**Beni Achmad Saehani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, him 93
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